-
[

A | fesip &
o ‘w Nee

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Semarang telah memperoleh status Badan Layanan
Umum Daerah, maka bagi Rumah Sakit Umum Dacrah
Kota Semarang diberi keleluasan untuk mengelola
sumber daya yang dimilikinya dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;

b. bahwa dalam rangka mengelola sumberdaya
sebagaimana lersebut pada huru a dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 33 avat (7} Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kecuangan Dadan Layanan Umum  scbagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, maka diperlukan pedoman
pengelolaan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Semarang ;




Mcngingat

2.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka perli  membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pogawai
Negeri 3ipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daeruh Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tirnur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Dacrah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  (enlang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lenlang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor oU63);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernermniahan Doernh  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (enlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4502) sebagaimuna lelah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tcntang Pcrubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentung Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor |13 Tauhun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman [’cngclolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor 631/
Menkes/SK/VI/2005 tentang Pedoman — Peraturan
Internal Stafl Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah
Sukit ;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga ‘Teknis
Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 23);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan dan
Akuntuansi Rurmah Sakit Umuam Dacrab Kota Semarang
sebagm DBadan Layanan Umurn (Berila Dacrali Kola
Semarang Tahun 2007 Nomor 9 Seri E, Tambahan Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 2B Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kola Semarang
sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 2Bj);




16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 1D Tabun 2008
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah
Sakit Umum Dacrah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 1 D);

17. Peraturan Walikota Scmarang Nomor 52 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas dan TFungsi Rumnh  Sakit
Ui Dacralh Kol Scmarang  (Berila  Daerah Kot
Scemarang Tahun 2008 Nomaor H2);

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2013
lentang Sistern Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Scmarang Scbagai Badan Layanan (BLUD) (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

19, Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 A Tahun 2013
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By
Laws) Rumah Sakil Umum Daerah Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 37A);

20. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
SEMARANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemcrintah Dacrah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintah daerah.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Pelayanan Kesehalun adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut
RSUD Kota Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang
Kelas B Non Pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan keschatan,
pendidikan, dan penclitian kepada masyarakat untuk semua jenis
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15.

penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai
dengan kemampuannya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kola yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badon Layanan Umum daecrah dan dibentuk
memberikan pelayonan kepada masyarakat berupa penycdiaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip cfisicnsi dan
produktivitas.

Pemilik Rumah Sakit Umum Dacrah Kota Semarang yang selanjutnya
disebut Pemilik adalah Pemecrintah Dacrah.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dacrah Kota Semarang,

Tenaga Fungsional Non-PNS DBLUD RSUD Kota Semarang adalah
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak
pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kcahlian dan
atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kola Semarang adalah
setlap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat olch Pimpinan
RSUD Kota Semarang dengan hasil evaluasi kinerja Pegawai magang yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan
Direktur RSUD Kota Semarang untuk jangka waktu tcrtentu sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD, selanjutnya disebut Pegawai
Kontrak Non-PNS,

Tenaga Kontrak BLUD RSUD Kota Semarang adalah setiap Pegawai bukan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Piupinan RSUD Kota Semarang
yang telah mcmcenuhi syarat yvang di tentukan, diangkat scbagai tenaga
tetap Non-PNS BLUD Kota Semarang dalam masa kerja sekurang-
kurangnya 3 tahun dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi
tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Dircktur RSUD Kota
Semarang, selarjulnya disebut Tenaga Tetap Non PNS.

Tenaga Tetap Non-PNS BLUD RSUD Kota Semarang adalah sctiap Pegawai
bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat olch Pimpinan RSUD Kota
Semarang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai
tenaga tetap Non-PNS BLUD RSUD Kota Semarang dalam masa kerja
sekurang-kurangnya 3 tahun, diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau
diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraluran Direktur RSUD
Kota Semarang, selanjutnya disebul sebagai Tenaga Tetap Non-PNS.

Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang
dibutuhkan untuk mcndukung penyelesaian tugas secara efektif dan
efisien.

Pengadaan Pegawai Non-Pegawai Negcri Sipil adalah kegiatan untuk
mengisi formasi yang lowong.

Pemberhentian Pegawai adulah pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
pegawai dengan Pimpinan RSUD Kota Semarang.
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BAB I
PEGAWAI NON-PNS

Pagal 2
(1) Pegawai Non-PNS adalah:
a. Tenaga Tetap;
b. Tenaga Kontrak.

(2) Ten:*;lga Tetap scbagaimany dimaksid pada ayat (1) huruf o adalah Tenaga
Kerja Tetap yang bckerja  berdasarkan Keputusan Direktur, dengan
persyaralan sebagai berikut: V

a. telah bekerja sebagai tenaga kontrak minimal 3 (tiga) tahun;
b. tclah memenuhi persyaratan tenaga tetanp:
¢. lulus seleksi sebagai tenaga teta p.

(3) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b adalah
Tenaga Kerja tidak Tetap yang bckerja berdasarkan Keputusan Direktur
dan Surat Perjunjian Kerja seliap satu tahun sckali, dengan persyaraluan

sebagai berikut:

telah melaksanukan magang di RSUD Kola Semarang selama 3 (Liger)
bulan;

b. telah memenuhi persyaralan rckruitmen,;

d.

“¢. lulus seleksi sebagai tenaga kontrak.

Pasal 3

Pegawai Non-PNS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Dokter;

b. Apoteker;

c. Bidan;

d. Perawat;

e. Rcfraksionis;
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Nutrisionis;

Sanifanan;

Pelaksana Radiologi;
Perekam Medis;

Tenaga Teknis Kelarmasian,
Fisioterapi;

Elektromedis;

. Analis Kesehatan;

Administrasi Umum,;
Tata Boga; dan

Tenaga Penunjanyg lain,

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWA.JIBAN, LARANGAN
Bagian Kesalu

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Pegawai Non-PNS schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas
sebagal berikut:

a.

b.

melaksanakan tugas sesual dengan kompetensi yang diberikan oleh
Direktur;

melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan,;

melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegrasi
tinggi;

melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tckanan;

melaksanakan tugasnya scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;gasnya scsuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan sengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika Rumah Sakit;

Pegawai Non-PNS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tanggung
jawab scbagai berikut:

a.
b.

menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Rumah Sakit;

menggunakan fasilitas dan barang milik Rumah Sakit secara berlanggung
jawab, efektif, dan , dan efisien;

menjaga agar tidak terjadi konflik kcpentingan dalam melaksanakan
tugasnya,;




d. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak
lain yang mcmcrlukan informasi terkait kepentingan Rumah Sakit;

e. tidak menyalahgunakan informasi intern Rumah Sakit, tugas, status,
fasilitas, dan jabatannya untuk mendapal alau mencarn keuntungan atau
mantaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

[, memegang leguh nili dasar Badan Layanan Umum Daerah dan selalu
menjaga rcputasi dan integritas Badan Layanan Umum Daerah; dan

g. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin Pegawai Badan Layanan Umum Dacrah.

Kewajiban
Pasal 5
Setiap Pegawai Non-PNS wajib:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;

b. mcntaati scgala ketentuan peraturan direktur;

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh
pengabdian, kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab;

d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;

f. memegang rahasia jabalan yang menurul sifalnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan;

g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Rumah Sakit;

h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau merugikan Rumah Sakil lerulama di
bidang keamanan, kcuangan, dan matcriil;

i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

(S

k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Rumah Sakit dengan
sebaik-baiknya,;

. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadua mnasyarakal;

m. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

B

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
dan;

o. mentaati peraturan di lingkungan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.




Bagian Kecempat
Hak
Pasal 6

Hak Pegawai Non-PNS:

a. memperolch gaji, tunjungan, dan kesejahteraan sesuai dengan beban
pekerjaan dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur;

b. pembinaan sesuai dengan pengembangan kompetensi,

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil
kekayaan intelektual; dan

d. cuti;

Bagian Kelima
Larangan
Pasal 7

Setiap Pegawai Non-PNS dilarang:

a.

b.

menyalahgunakan wewenang;

menjadi pegawai atau bekerja pada lembaga lain dan/atau Negara lain atau
organisasi internasional tanpa izin Direktur;

bekerja pada perusahaan asing, konsullan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, mcnycwakan, alau
meminjamkan barang-barang baik bergcrak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik Rumah Sakit secara tidak sah;

meclakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, alau pihak lain, yang sccara
langsung atau tidak langsung merugikan Rumah Sakit;

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

mencrima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari slapapun juga yang
berhubungan dengan jabulun dan/atan pekerjaannya;
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;,




BAB III
TENAGA TETAP
Bagian Kcsatu

Manajemen Kepegawaian

Pasal 8

Manajemen kepegawaian BLUD RSUD Kota Semarang untuk Tenaga Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. perencanaan;
b. pengadaan dan penempatan;

c. pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja
d. promosi dan pemindahan;

penggajian dan kescjahteraan; dan

o0

batas usia pensiun dan pemberhentian.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 9

(1) Dircktuir menyusun [ormasi  kebutuhan [egawai  Tetap dengan
mempertimbangkan:

a. jenis dan silat pelayanan yang diberikan;

b. kemampuan anggaran pendapatan dan beclanja;
¢. prasarand dan sarana yang tersedia; dan

d. uraian jabalan dan peta jabatuan,

(2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan jenis, sifat dan beban
kerja yang harus dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga
I’cngadaan dan Penempatan
Pasal 10

Pengadaan Tenaga Tetap diselenggarakan untuk mengisi formasi Pegawai Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1) Pengadaan Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dilukukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi,
pengangkatan Tenaga Tetap;




(2) Pengadaan dan pcnempatan Tenaga Tetap ditetapkan dengan Surat
Kcputusan Dircktur.

1’agal 12

(1) Lowongan formasi Tenaga Telup diumumkan secara terbuka oleh
Dircktur.

(2) Pengumuman dan/atau pendaftaran dilakukan selama 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam pengumuman sebagaimana dimmaksud pada ayal (1), dicantumkan:
a. syarat yang harus dipcnuhi oleh setiap pelatar;
b. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
c. tatacara pengajuan lamaran; dan

batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 13

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) adalah:

a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun kecuali Dokter;

c. tidak pernah dihukum penjara alau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Necgeri Sipil, atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,

c. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Ncgeri/ Pegawai Negeri;

mempunyai pendidikan, keccakapan, keahlian dan ketrampilan yang
diperlukan;

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

h. bersedia ditempatkan pada Unit Kerja di lingkungan BLUD RSUD Kota
Semarang; dan

7

i. syarat lain yang ditentukan sesuai persyaratan jabatan.

Pasal 14
(1) Direktur membentuk Panitia Penerimaan Pegawai Non-PNS

(2) Tugas Panitia Penerimaan Pegawail Non-PNS scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

a. menyiapkan perangkat pendaftaran;
melaksanakan pendaftaran;

b
c. menctapkan materi ujian;
d

melaksanakan ujian penyaringan secara tertulis;




(4)

(1)

(1)

(2)

e. menyusun daftar peserta 1jian yang lulus;
melakukan tes kesehatan bagi pescrta yang lulus ujian; dan

g. mecmbual Jlaporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan
disampaikan kepada Dircktur.

Tugas mclaksanakan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d mencakup:

a. menyiapkan naskah ujian;
menentukan pedoman pemenksaan dan penilaian ujian;
menenlukan tempat dan jadwal ujian;

menyelenggarakan ujian; dan

e B 0o T

memeriksa mcnentukan hasil ujian.

Maleri ujian sebapgaimana dimaksud pada ayat (2) hurut ¢ adalah:

4. les tertulis;

b. psikotes;

c. tes kompetensi;
d. wawancara; dan
e¢. kesehatan

Pasal 15

Panitia Pencrimaan Pegawai Non-PNS menyampaikan daftar peserta yang
lulus ujian penyaringan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf e kepada Direktur.

Dircktur menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus
ujian penyaringan berdasarkan daftar peserta yvang lulus  ujian
penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Direklur mengangkal menjadi Tenaga Tetap pelamar yang dinyatakan
lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),
dengan Keputusan Direklur.

Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nomor identitas Tenaga Tetap;

b. penetapan jabatan; dan

c. hak atas gaji.

Pasal 17

Direktur menugaskan setiap Tenaga Tetap untuk melaksanakan tugas
tertentu pada satuan unit kerja;




(?) Penugasan Dircktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan
dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi,
pengalaman, prestasi, sikap dan penlaku.

Pasal I8

Huk atas gaji bagi Tecnaga Tetap schagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(?) huruf ¢ mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutun sceara nyata
melaksanakan tugnsnya yang dinyatakan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 19

Tenaga Tetap wajib menandatangani perjanjiun kerja dengan Direktur
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 2 ayul (3) dan ayat (4).

Bagian Keempat
Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kinerja
Pasal 20

(1) Direktur mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier Tenaga
Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Direktur wajib mclakukan pembinaan karier Tenaga Tetap sesuai dengan
pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Pembinaan karier Tenaga Tetap dilaksanakan dalam bentuk peningkatan
kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis
sebhagai tenaga Tctap dengan mengacu pada Standar Nagional Pelayanan
Kesehatan.

Pasal 21

Pengawasan Kinerja terhadap Tenaga Tetap dilaksanakan oleh atasan langsung
sesuai peraturan perundang-undangan.

Payul 22

(1) Penilaian kinerja terhadap Tcnaga Tetap dilakukan sccara obyektil,
terukur, akuntabel, partisipalil dan transparan.

(2) Hasil penilaian kinerja Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menjamin obyektifitas dalam pcngembangan Tenaga
Tetap dan dijadikan persyaralan dalam pengangkatan jabatan, kenaikan
pangkat, pembetian tunjungun, sanksi, mulasi dan promosi serla untuk
mengikuti pelatihan.

(3) MHasil penilaian kinerja Tenaga Tctap meliputi:

a. pcnilaian pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu satu tahun
mengacu pada aturan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai
Nepgeri Sipil;
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b. penilaian target kinerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dircktur.

Bagiun Kelima
Promaosi, dan Pemindahan
Pasal 23

Promosi Tenaga Tetap dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi,
disiplin, integritas, dan moralitas.

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

Pusial 24
Pemindahan ‘I'enaga Tetap ditctapkan dengan Keputusan Direktur.

Pemindahan Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan:

a. kinerja; dan

b. promosi.

Bagian Keenam
Penggajian dan Kesejahteraan
Pasal 25

Gaji Tenaga Tetap schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Tunjangan Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
meleckat pada gaji, terdiri atas:

a. tunjangan lstri/suami yang tidak berkedudukan sebagai PNS/Tenaga
Tetap adalah 5% (lima persen) dari (aji Pokok;

b. tunjangan anak scbanyuk banyaknya 2 (dua) orung, masing-masing
2% (dua persen) dari gajt pokok; dan

c. tunjangan pemeliharaan kesehatan keluarga yang masuk dalam daftar
gaji.

Pasal 26
Tenaga Tetap berhak atas culi sebagai berikut:
a. cuti tahunan maksimum 12 (dua belas) hari kerja setiap Tahun

Termasuk didalamnya adalah cuti bersama yang ditetapkan oleh
pemerintah;

b. cuti hamil diberikan 3 (tiga) bulan dengan pengambilan | (satu) bulan
scbelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan termasuk di
dalamnya adalah hari libur;

c. culb sakit;




(2) Ketentuan Ilebih lanjut tentang pembcrian hak cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Hagian Ketujuh
Batas Usia Pensiun dan Pemberhentian
Pasal 27
Batas usia pensiun Tenaga Tetap adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 28
(1) Tenaga Tetap dapat diberhentikan dengan hormat karena:
a. meninggal dunia;
atlas permintaan sendiri;
mencapai batas n1sia pensiun;

persunpingan organisasi BLUD RSUD Kota Scmarang; atau
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tidak cakap jasmani atau rohani schingga tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai Tenaga Kesehatan Tetap Non-PNS.

(2) Tenaga Tetap dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan
tidak dengan hormat karena:

a. dihukum penjara alau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Kcputusan
Direktur.

Pasal 29

Pemberhentian Tenaga Tetap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
TENAGA KONTRAK
Bagian Kesalu

Umum

Pasal 30

Ketentuan mengenai Manajemen Kepegawaian, Perencanaan, Pengodaan,
Penempatan, Pengumuman, Persyaratan, Pelamaran, dan Penyaringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 berlaku juga
terhadap Manajemen Kepegawaian, Pengadaan, Perencanaan, Pengumuman,
Persyaratan, Pelamaran dan Penyaringan Tenaga Kontrak.




Pasal 31

Setiap Tenaga Kontrak yang telah memenuhi persyaratan mempunyai
kescmpatan yang sama untuk melamar menjadi Tenaga Tetap.

Pasal 32

Jumlah dan susunan jabatan Tcnaga Kontrak ditetapkan dalam formasi untuk
jangka waktu tertentu, berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus
dilaksanakan.

Bagian Kedua
Penugasan dan Pembinaan
Pasal 33

Batas usia pelamar calon Tenaga Kontrak maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun
kecuali pelamar Dokter.

Pasal 34

Masa kerja Tenaga Kontrak tidak memperhitungkan masa kerja di luar BLUD
RSUD Kota Semarang.

Pasal 35

(1) Pembinaan Tenaga Kontrak diarahkan untuk menjamin penyclenggaraan
tugas BLUD RSUD Kota Semarang secara berdayaguna dan berhasil guna.

(2) Setiap atasan langsung pegawai wajib memberikan pembinaan tcknis
pelaksanaan tugas, dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk
memperluas wawasan cakupan tugas dan langgungjawabnya scsuai
dengan kompetensinya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Pcmindahan dan Pemberhentian
Pasal 36

Tenaga Kontrak yang berprestasi tinggi dapat diangkal menjadi Tenaga Tetap,
dengan tctap mecmpcerhatikan kebutuhan tenaga dan kemampuan anggaran
Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Surat Kcputusan Direktur.,

Pasal 37

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Kontrak ditetapkan
dengan Surat Keputusan Direktur.




Bagian Kccmpat
Penghargaan
Pasal 38

Gaji dan kesejahteraan Tenaga Kontrak ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dirckiur.

Pasal 39
(1) Tenaga Kontrak dapat diberikan penghargaan;

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diberikan berdasarkan
prearasi kerja;

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Penilwan Kinerja
Pasal 40
(1) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak dilakukan secara obyektil;

(2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk persyaratan perpanjang kontrak;

(3) Penilaian kinerja meliputi:
a. penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu satu tahun;

b. penilaian target kinerja untuk jangka waktu tertentu sesuai aturan
yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Dircktur.

BAB V
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41
Pegawwl Non PNS yang tidak menaati ketentuan seboaguumana dimaksud daloan

Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 7 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 42

Dengan tidak mengesampingkan ketentizan dalam peraturan perundang-
undangan pidana, Pegawai Non-PNS yvang mclakukan pelanggaran pidana
dijatuhi hukuman disiplin.




(1)

(2)

(3)

Pasal 43
Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
¢. hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin ringan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdin atas:

a. tcguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas sccara tertulis.

Jenis hukuman disiplin berat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dilakukan pembcrhentian tidak dengan hormat scbagai Tenaga Non-
PNS.

BAB VI
ANGGARAN

Pasal 44

Anggaran untuk membiayai Pegawai Non-PNS dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

(1)

(2)

BADR VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 45

Penyclesaiun perselisihan antara Pegawai Non-PNS dengann Rumah Sakit
Umum Dacrah Kota Semarang diselesaikan dengan cara musyawsarah
atau kekeluargaan.

Apabila perselisihan schagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan sceara hukum.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46 ;
Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Semarang.

Ditclupkan di Scmarang

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2045
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